
 
 

 
 

BUPATI JAYAPURA 

PROVINSI PAPUA 
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA 

NOMOR 188.4/150 TAHUN 2026 

TENTANG 
PEMBENTUKAN  TIM  KERJA  PENILAIAN  INDEKS  REFORMASI  HUKUM                 

PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2026 
 

BUPATI JAYAPURA, 

Menimbang :    a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam 
pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang 

baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja 
pemerintahan daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum 

Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks 
Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi 
Hukum dan Keputusan Menteri  Hukum Nomor                                    

M.HH-OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah 

Daerah, perlu membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks 
Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah; 

c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam 

Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan 
tugas sebagai Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum 

pada Pemerintah Kabupaten Jayapura; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 

Keputusan Bupati Kabupaten Jayapura tentang Tim Kerja 
Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah   
Kabupaten Jayapura  Tahun 2026 

Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-

kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia              Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia        Nomor 2907);   

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023    Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          Nomor 
6856); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6897); 

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun                    
2025–2029 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 
2025 Nomor 19); 

6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang 
Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian 

Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Tahun 2024     
Nomor 969); 

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025  Nomor 

5); 

8. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 
Nomor 84); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

KESATU :  Membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum 
pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Jayapura Tahun 2026 
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam 

lampiran keputusan ini. 

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU   memiliki 

tugas : 

1. Ketua : 
bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung 

Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 sesuai 
dengan variabel dan indikator penilaian Indeks Reformasi 
Hukum. 

2. Anggota : 
a. menginventarisasi dan mengumpulkan data dukung 

Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel 
penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026; 
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b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi 
Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan 

c. melaporkan hasil inventarisasi dan pengunggahan 

data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum 
Tahun 2026 kepada Ketua Tim Kerja. 

KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
Ditetapkan di Sentani 

pada tanggal 27 Januari 2026 
 

BUPATI JAYAPURA, 

      ttd 

                                                        YUNUS WONDA 

   salinan sesuai dengan aslinya, 
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN, 

PERUNDANG-UNDANGAN 
 

 
 

 

 THIMOTIUS TAIME, SH 
                             PENATA TK.I 

 NIP. 198406122010041003 
SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 
1. Gubernur Provinsi Papua; 

2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura; 

3. Inspektur Kabupaten Jayapura; 

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;  

5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



LAMPIRAN  I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA 
  NOMOR 188.4/150 TAHUN 2026 
  TANGGAL 27 JANUARI 2026 

 
 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM 
PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TAHUN 2026 

 
 
KETUA : ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN              
  JAYAPURA 
 
ANGGOTA : 1. KEPALA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA             
   BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA          
   KABUPATEN JAYAPURA 

2. KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM PADA             
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA          
KABUPATEN JAYAPURA 

3. KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM PADA       BAGIAN 
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA          
KABUPATEN JAYAPURA 

4. STAF PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN 
SETDA KABUPATEN JAYAPURA 

 
 

BUPATI JAYAPURA, 

      ttd 

                                                        YUNUS WONDA 
 

   salinan sesuai dengan aslinya, 
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN, 
PERUNDANG-UNDANGAN 

 

 
 

 

 THIMOTIUS TAIME, SH 
                             PENATA TK.I 

 NIP. 198406122010041003 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



LAMPIRAN  II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA 
  NOMOR 188.4/150  TAHUN 2026 
  TANGGAL 27 JANUARI 2026 

 
PENUNJUKAN PERSON IN CHARGE (PIC) PENILAIAN INDEKS REFORMASI 

HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2026 
 

1. NAMA : MIKE F. ASARIBAB, SH 

NIP : 19951022 202010 0 001 

PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA MUDA Tk. I/Gol III.b 

JABATAN : ANALIS KERJASAMA 

NOMOR TELEPON/ : 082199515185 
HANDPHONE 

 
2. NAMA : HENRY G. IRJAYADHI, SH 

NIP : 19820525 202421 1 012 

PANGKAT/GOL. RUANG : AHLI PERTAMA/Gol IX 

JABATAN : ANALIS KEBIJAKAN 

NOMOR TELEPON/ : 082199390079 
HANDPHONE  
 

 
BUPATI JAYAPURA, 

      ttd 

                                                        YUNUS WONDA 
   salinan sesuai dengan aslinya, 

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN, 

PERUNDANG-UNDANGAN 

 
 

 
 

 THIMOTIUS TAIME, SH 

                             PENATA TK.I 
 NIP. 198406122010041003 

 


